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ABSTRAK

Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan transportasi publik dalam mening-
katkan kualitas pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kajian ini dilatarbela-
kangi oleh kebutuhan mobilitas perkotaan yang aman, terjangkau, andal, dan terintegrasi, sementara
penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, keterbatasan jangkauan layanan, serta belum optimalnya
integrasi antarmoda masih menjadi tantangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
desain studi dokumen. Data diperoleh dari regulasi nasional dan daerah, dokumen pemerintah, pu-
blikasi ilmiah, serta kajian terdahulu mengenai Transmusi, layanan Buy The Service, angkutan pe-
ngumpan, dan integrasi transportasi publik di Palembang. Analisis menggunakan model implementa-
si kebijakan Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi,
serta menautkannya dengan dimensi kualitas pelayanan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa
Dinas Perhubungan Kota Palembang telah menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan transportasi melalui pengoperasian serta penataan layanan bus perkotaan, koordinasi
rute, pengembangan feeder, pengelolaan halte dan simpul transportasi, serta pengendalian lalu lintas.
Namun, kualitas layanan belum sepenuhnya optimal karena jaringan antarmoda belum terintegrasi se-
cara menyeluruh, kepastian jadwal dan informasi perjalanan perlu diperkuat, jangkauan halte belum
merata, serta kebutuhan layanan bagi kelompok rentan dan pengguna first-mile/last-mile masih besar.
Hambatan implementasi terutama berkaitan dengan kapasitas sumber daya, koordinasi lintas lembaga
dan operator, pembiayaan keberlanjutan, serta perubahan perilaku masyarakat. Artikel menyimpulk-
an bahwa pengelolaan transportasi publik perlu bergeser dari pendekatan pengoperasian moda secara
terpisah menuju tata kelola layanan terintegrasi berbasis jaringan, standar pelayanan, data, dan penga-
laman pengguna.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; transportasi publik; kualitas pelayanan publik; Dinas Perhubung-
an; Kota Palembang
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1. PENDAHULUAN

Transportasi publik merupakan salah satu infrastruktur sosial dan pelayanan dasar yang memiliki
peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Keberadaan transportasi publik tidak
hanya berkaitan dengan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menentukan ke-
mampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat perdagangan,
fasilitas pemerintahan, dan berbagai aktivitas sosial-ekonomi. Oleh karena itu, transportasi publik perlu
dipandang sebagai bagian dari kebijakan pelayanan publik dan pembangunan perkotaan yang berorienta-
si pada pemerataan akses, keselamatan, efisiensi, serta keberlanjutan. World Bank (2017) menempatkan
transportasi perkotaan sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan kota karena kualitas
sistem transportasi berpengaruh terhadap aksesibilitas, produktivitas ekonomi, dan kualitas kehidupan
masyarakat.

Dalam konteks perkotaan, penyediaan transportasi publik juga berkaitan erat dengan persoalan
ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Ketika transportasi publik tidak mampu menye-
diakan perjalanan yang aman, mudah, terjangkau, dan dapat diprediksi, masyarakat cenderung memilih
kendaraan pribadi sebagai alternatif mobilitas. Kondisi tersebut dapat memperbesar tekanan terhadap
jaringan jalan, meningkatkan kemacetan, memperbesar biaya perjalanan, dan menimbulkan eksternalitas
lingkungan. Tirachini (2020) menunjukkan bahwa perubahan pola mobilitas perkotaan dan berkembang-
nya layanan transportasi berbasis permintaan perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan mobilitas ber-
kelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kualitas transportasi publik tidak dapat dipisahkan dari upaya
pemerintah mengelola pola perjalanan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pri-
badi.

Kualitas transportasi publik pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan armada. Peng-
guna menilai layanan berdasarkan pengalaman perjalanan secara keseluruhan, mulai dari kemudahan
mencapai halte, waktu tunggu, kepastian jadwal, kenyamanan kendaraan, keselamatan, informasi perja-
lanan, tarif, kemudahan berpindah moda, hingga perjalanan dari titik turun menuju tujuan akhir. Hans-
son et al. (2019) menunjukkan bahwa preferensi pengguna transportasi publik dipengaruhi oleh sejumlah
atribut layanan, termasuk frekuensi, kenyamanan, keandalan, waktu perjalanan, dan cakupan jaringan.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah armada saja belum tentu menghasilkan pe-
ningkatan penggunaan transportasi publik apabila jaringan dan pengalaman perjalanan pengguna belum
memadai.

Perspektif tersebut diperkuat oleh Friman et al. (2020) yang menunjukkan hubungan antara kua-
litas transportasi publik, keselamatan, dan aksesibilitas yang dirasakan pengguna. Sementara itu, Batarce
et al. (2022) menunjukkan bahwa pengguna menghadapi berbagai pertukaran kepentingan (trade-offs) an-
taratribut layanan, seperti frekuensi, keandalan, jarak berjalan kaki, dan tarif. Dengan demikian, kualitas
transportasi publik perlu dipahami sebagai konstruk multidimensional yang mencerminkan kemampuan
sistem dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara utuh.

Kota Palembang memiliki konteks transportasi perkotaan yang kompleks. Sebagai pusat pemerin-
tahan dan kegiatan ekonomi di Sumatera Selatan, Kota Palembang memiliki berbagai kawasan permukim-
an, perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan pemerintahan yang menghasilkan
mobilitas masyarakat dalam skala besar. Kondisi tersebut membutuhkan sistem transportasi publik yang
mampu menghubungkan berbagai kawasan dan pusat aktivitas secara efektif. Pemerintah Kota Palem-
bang melalui Dinas Perhubungan memiliki posisi strategis dalam penataan, pengaturan, pengendalian,
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pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan transportasi.

Dalam konteks kelembagaan, penyelenggaraan transportasi publik di Kota Palembang tidak ber-
ada di bawah kendali satu aktor. Sistem transportasi melibatkan pemerintah kota, pemerintah provinsi,
pemerintah pusat, operator angkutan, pengelola LRT, kepolisian, serta berbagai perangkat daerah yang
berkaitan dengan infrastruktur, tata ruang, dan pelayanan publik. Kondisi tersebut membuat pengelola-
an transportasi publik menjadi persoalan lintas sektor dan lintas kewenangan. ITDP Indonesia (2019)
menekankan bahwa reformasi transportasi publik di kota-kota Indonesia memerlukan penataan jaringan,
pembenahan kelembagaan, integrasi operator, serta investasi pada infrastruktur yang mendukung pela-
yanan.

Secara normatif, penyelenggaraan transportasi di Kota Palembang memiliki landasan hukum yang
terdiri atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor
14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a,b; Pemerin-
tah Kota Palembang, 2011). Kerangka regulasi tersebut menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara
yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan transportasi berlangsung secara aman, tertib, lancar,
dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam praktiknya, Kota Palembang telah memiliki beberapa bentuk layanan transportasi publik,
antara lain Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi, layanan Buy The Service, feeder menuju LRT, angkutan
kota, serta transportasi sungai. Keberadaan berbagai moda tersebut merupakan modal penting bagi pem-
bentukan sistem transportasi perkotaan yang lebih beragam. Namun, keberagaman moda juga mengha-
dirkan persoalan baru apabila masing-masing moda berkembang secara terpisah tanpa integrasi jaringan,
jadwal, informasi, tarif, dan simpul perpindahan.

Penelitian Deni et al. (2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan kepu-
tusan masyarakat menggunakan Teman Bus PT Trans Musi Palembang Jaya, sementara persebaran rute
dan halte belum sepenuhnya merata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan layanan trans-
portasi harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan karakteristik jaringan. Persoalan serupa juga
terlihat dalam evaluasi program Buy The Service yang menekankan pentingnya kepastian operasi, akses
halte, dan informasi perjalanan sebagai bagian dari kualitas layanan transportasi publik (ITDP Indonesia,
2023).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi publik tidak semata-mata
merupakan persoalan teknis penyediaan kendaraan. Kebijakan yang secara normatif baik dapat mengha-
silkan dampak yang terbatas apabila implementasinya tidak didukung komunikasi yang efektif, sumber
daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mampu melakukan koordinasi
lintas organisasi. Dalam konteks tersebut, model implementasi kebijakan Edwards III menjadi relevan
untuk menganalisis bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan.

Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi
berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan; sumber daya mencakup sumber daya
manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan; disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen
pelaksana; sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, prosedur, dan meka-
nisme koordinasi.

Keempat faktor tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam pengelolaan transportasi publik. Ko-
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munikasi diperlukan untuk menyampaikan kebijakan kepada operator sekaligus memberikan informasi
kepada pengguna mengenai rute, jadwal, tarif, dan perubahan layanan. Sumber daya mencakup armada,
halte, tenaga pengemudi, petugas lapangan, sistem informasi, anggaran, serta kemampuan pemeliharaan.
Disposisi tercermin dari komitmen penyelenggara terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kebutuhan
pengguna. Sementara itu, struktur birokrasi menentukan kemampuan berbagai lembaga dan operator
untuk bekerja sebagai suatu jaringan layanan yang terintegrasi.

Penelitian mengenai Dinas Perhubungan Kota Palembang oleh Saputra et al. (2023) menunjukk-
an bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan masih menghadapi persoalan sumber daya
manusia, prosedur, sosialisasi, dan monitoring. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan transportasi tidak dapat dilepaskan dari kapasitas institusi yang mengelolanya.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji pengelolaan transportasi publik
tidak hanya berdasarkan keberadaan moda atau capaian operasional, tetapi juga berdasarkan bagaimana
kebijakan diimplementasikan dan bagaimana implementasi tersebut diterjemahkan menjadi pengalaman
pelayanan bagi masyarakat. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu moda, kualitas pelayanan
tertentu, atau pelaksanaan tugas organisasi. Penelitian ini berusaha mengintegrasikan perspektif imple-
mentasi kebijakan Edwards III dengan perspektif kualitas pelayanan transportasi publik berbasis jaringan.

Kebaruan kajian ini terletak pada upaya menghubungkan empat variabel implementasi kebijak-
an, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan dimensi kualitas pelayanan
yang meliputi aksesibilitas, keandalan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, informasi, dan respon-
sivitas. Pendekatan tersebut memungkinkan pengelolaan transportasi publik dilihat sebagai suatu sistem
pelayanan, bukan sebagai kumpulan moda yang berdiri sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ke-
bijakan pengelolaan transportasi publik oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi
kebijakan pengelolaan transportasi publik berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi; (2) menganalisis kualitas pelayanan transportasi publik berdasarkan aksesibilitas, keandalan,
keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, informasi, dan responsivitas; (3) mengidentifikasi faktor pen-
dukung dan penghambat implementasi; serta (4) merumuskan arah penguatan tata kelola transportasi
publik yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pengguna.

2. METODE

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen dan kajian litera-
tur. Desain tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis implementasi kebijakan pengelolaan
transportasi publik berdasarkan regulasi, dokumen pemerintah, standar pelayanan, publikasi ilmiah, dan
hasil penelitian terdahulu.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena kebijakan berdasarkan kon-
teks, makna, dan hubungan antarfaktor yang terdapat dalam dokumen yang dianalisis. Edwards III (1980)
digunakan sebagai landasan analitis untuk mengidentifikasi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan.
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2.2. Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan transportasi publik oleh Dinas Per-
hubungan Kota Palembang dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fokus penelitian meliputi:

1. komunikasi kebijakan dan informasi layanan transportasi;

2. sumber daya manusia, anggaran, armada, halte, dan infrastruktur;

3. disposisi dan komitmen pelaksana terhadap kualitas pelayanan;

4. struktur birokrasi dan koordinasi lintas lembaga;

5. aksesibilitas dan jangkauan jaringan;

6. keandalan dan kepastian waktu;

7. keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;

8. keterjangkauan dan informasi layanan; serta

9. responsivitas terhadap kebutuhan dan keluhan pengguna.

2.3. Sumber Data

Data penelitian terdiri atas sumber primer berbentuk dokumen regulasi dan dokumen resmi pe-
merintah serta sumber sekunder berupa publikasi ilmiah dan laporan kajian.

Dokumen primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Ang-
kutan Jalan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, serta dokumen pemerintah yang
berkaitan dengan pengelolaan transportasi publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a,b; Pemerintah
Kota Palembang, 2011). Sumber sekunder mencakup penelitian mengenai Teman Bus, Transmusi, fee-
der LRT, kualitas pelayanan transportasi publik, reformasi transportasi perkotaan, serta kajian mengenai
implementasi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Dokumen dikum-
pulkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema
implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan.

Kajian literatur digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap temuan dokumen. Literatur
mengenai implementasi kebijakan digunakan untuk menjelaskan faktor kelembagaan, sedangkan literatur
mengenai kualitas transportasi publik digunakan untuk menganalisis pengalaman pengguna.
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2.5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dokumen diseleksi berdasarkan relevansi
terhadap tujuan penelitian. Kedua, informasi yang relevan dikodekan berdasarkan empat variabel Edwa-
rds III dan dimensi kualitas pelayanan transportasi. Ketiga, hasil pengodean disusun dalam matriks temu-
an. Keempat, dilakukan interpretasi dengan membandingkan temuan antarsumber.

Matriks analisis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1: Kerangka Analisis Penelitian

Var. Implementasi Indikator Dimensi Pelayanan
Komunikasi Kejelasan informasi, sosialisasi,

konsistensi informasi
Informasi dan responsivitas

Sumber daya SDM, armada, halte, anggaran,
teknologi

Aksesibilitas, kenyamanan, kean-
dalan

Disposisi Komitmen, orientasi pengguna,
keselamatan

Keselamatan dan kualitas layanan

Struktur birokrasi SOP, pembagian kewenangan, ko-
ordinasi

Integrasi dan keandalan layanan

2.6. Keabsahan Analisis

Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber. Informasi dari regulasi dibandingk-
an dengan dokumen pemerintah, laporan kajian, dan publikasi akademik. Triangulasi dilakukan untuk
mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara lapangan baru. Oleh karena itu, seluruh klaim empi-
ris dalam artikel dibatasi pada informasi yang dapat ditelusuri dari dokumen dan publikasi yang dianalisis.
Batasan tersebut penting untuk menjaga konsistensi antara desain penelitian dan klaim hasil penelitian.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena keputus-
an formal harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, program, pelayanan, dan hasil yang dapat dirasak-
an oleh kelompok sasaran. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak otomatis menghasilkan
tujuan yang diharapkan apabila proses implementasinya mengalami hambatan.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III (1980) menjelaskan bahwa
terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sum-
ber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling
berinteraksi dalam menentukan kemampuan organisasi menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan.

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan
kelompok sasaran. Dalam transportasi publik, komunikasi mencakup penyampaian informasi mengenai
rute, jadwal, tarif, standar pelayanan, perubahan koridor, aturan keselamatan, dan mekanisme pengadu-
an. Informasi yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan kebijakan tidak dipahami secara

6



PUBLICIO
Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

seragam.

Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, teknologi, dan ke-
wenangan. Transportasi publik membutuhkan sumber daya yang kompleks karena pelayanan berlangsung
setiap hari dan membutuhkan pemeliharaan armada serta fasilitas secara berkelanjutan.

Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebi-
jakan. Dalam pelayanan transportasi, disposisi dapat tercermin melalui orientasi terhadap keselamatan,
ketepatan waktu, kepuasan pengguna, kepatuhan terhadap standar operasional, dan respons terhadap ke-
luhan.

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur operasional, dan mekanisme koo-
rdinasi. Kompleksitas transportasi publik menyebabkan struktur birokrasi menjadi faktor penting karena
satu perjalanan dapat melibatkan berbagai lembaga dan operator.

3.2. Transportasi Publik sebagai Pelayanan Publik

Transportasi publik dapat dipahami sebagai pelayanan publik karena pemerintah memiliki tang-
gung jawab untuk memastikan tersedianya layanan mobilitas yang aman, terjangkau, dapat diakses, dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif pelayanan publik, ukuran keberhasilan tidak cukup
hanya berdasarkan jumlah armada atau panjang koridor, tetapi harus mempertimbangkan manfaat yang
diterima pengguna.

World Bank (2017) menunjukkan bahwa transportasi perkotaan memiliki hubungan dengan akses
masyarakat terhadap kesempatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, transportasi publik memiliki
dimensi pemerataan karena kelompok yang tidak memiliki kendaraan pribadi sangat bergantung pada
keberadaan layanan angkutan umum.

Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik juga perlu mengacu pada prinsip
kepastian, keterbukaan, kualitas, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2009b). Oleh karena
itu, transportasi publik perlu dikelola berdasarkan standar pelayanan yang dapat dipantau dan dievaluasi.

3.3. Kualitas Pelayanan Transportasi Publik

Kualitas pelayanan transportasi publik merupakan kemampuan sistem transportasi dalam meme-
nuhi kebutuhan pengguna secara aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau, mudah diakses, dan responsif.
Kualitas tersebut terbentuk dari keseluruhan pengalaman perjalanan pengguna.

Hansson et al. (2019) menunjukkan bahwa frekuensi, kenyamanan, keandalan, waktu perjalan-
an, dan cakupan jaringan merupakan atribut penting dalam preferensi transportasi publik. Batarce et
al. (2022) juga memperlihatkan bahwa pengguna mempertimbangkan berbagai atribut pelayanan secara
bersamaan.

Friman et al. (2020) menegaskan bahwa kualitas pelayanan, keselamatan, dan aksesibilitas saling
berhubungan dalam membentuk persepsi pengguna. Dengan demikian, penelitian ini memandang kua-
litas transportasi publik melalui enam dimensi utama, yaitu aksesibilitas dan jangkauan, keandalan dan
kepastian waktu, keselamatan dan keamanan, kenyamanan dan fasilitas, keterjangkauan dan informasi,
serta responsivitas.
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3.4. Aksesibilitas dan Jangkauan

Aksesibilitas menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mencapai dan menggunakan layanan
transportasi publik. Aksesibilitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan rute, tetapi juga oleh jarak
menuju halte, kualitas jalur pejalan kaki, keamanan penyeberangan, kemudahan berpindah moda, serta
konektivitas first-mile dan last-mile.

Deni et al. (2022) menunjukkan bahwa distribusi rute dan halte menjadi salah satu persoalan da-
lam pelayanan Teman Bus di Palembang. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa jaringan transportasi
harus dirancang berdasarkan pola perjalanan masyarakat, bukan hanya berdasarkan ketersediaan infras-
truktur.

3.5. Keandalan dan Kepastian Waktu

Keandalan berkaitan dengan kemampuan layanan untuk beroperasi sesuai jadwal dan menghasilk-
an waktu perjalanan yang dapat diprediksi. Bagi pengguna, ketidakpastian waktu tunggu dapat menjadi
alasan untuk memilih kendaraan pribadi.

Hansson et al. (2019) menempatkan keandalan sebagai salah satu atribut penting dalam preferensi
transportasi publik. Dalam konteks Palembang, penguatan keandalan dapat dilakukan melalui penjadwal-
an yang konsisten, pemantauan operasional, informasi kedatangan, dan pengelolaan gangguan layanan.

ITDP Indonesia (2023) juga menekankan pentingnya kepastian operasi dan informasi perjalanan
dalam evaluasi layanan Buy The Service. Dengan demikian, penyediaan armada perlu diikuti dengan
penyediaan informasi yang memungkinkan pengguna merencanakan perjalanan.

3.6. Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

Keselamatan merupakan komponen fundamental dalam pelayanan transportasi publik. Pengguna
tidak akan menganggap layanan berkualitas apabila terdapat risiko kecelakaan atau ancaman keamanan
selama perjalanan.

Friman et al. (2020) menunjukkan bahwa persepsi keselamatan memiliki hubungan dengan per-
sepsi aksesibilitas dan kualitas transportasi publik. Keselamatan perlu mencakup kelayakan kendaraan,
perilaku pengemudi, kondisi halte, pencahayaan, keamanan lingkungan, dan aksesibilitas bagi kelompok
rentan.

Kenyamanan meliputi kebersihan kendaraan, kepadatan penumpang, kondisi tempat duduk, suhu,
fasilitas halte, serta kualitas interaksi dengan petugas. Oleh karena itu, kenyamanan perlu ditempatkan
sebagai bagian dari pengalaman perjalanan secara keseluruhan.

3.7. Informasi, Tarif, dan Responsivitas

Informasi perjalanan merupakan komponen penting dalam pelayanan transportasi publik karena
mengurangi ketidakpastian pengguna. Informasi mengenai rute, jadwal, tarif, lokasi halte, perubahan
layanan, dan gangguan perjalanan perlu tersedia melalui media fisik maupun digital.

Tarif juga harus disampaikan secara transparan agar pengguna dapat memperkirakan biaya perja-
lanan. Keterjangkauan tarif menjadi penting karena transportasi publik juga memiliki fungsi sosial.
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Responsivitas menunjukkan kemampuan pengelola dalam merespons keluhan, gangguan, dan ke-
butuhan pengguna. Saluran pengaduan harus memiliki mekanisme tindak lanjut sehingga keluhan tidak
berhenti pada pencatatan, tetapi menjadi sumber informasi untuk perbaikan layanan.

3.8. Integrasi Antarmoda

Transportasi publik perkotaan idealnya dipahami sebagai satu jaringan yang terdiri atas berbagai
moda. Integrasi antarmoda memungkinkan setiap moda menjalankan fungsi yang berbeda tetapi saling
melengkapi.

ITDP Indonesia (2019) menekankan pentingnya penataan jaringan dan integrasi operator dalam
reformasi transportasi publik di kota-kota Indonesia. Dalam konteks Palembang, integrasi tersebut men-
jadi penting karena terdapat BRT, LRT, feeder, angkutan kota, dan transportasi sungai.

Integrasi dapat mencakup integrasi rute, jadwal, halte, informasi, tarif, dan simpul transit. Apabi-
la integrasi tidak berjalan, pengguna dapat menghadapi waktu tunggu yang panjang dan perjalanan yang
terputus meskipun setiap moda secara individual memiliki kualitas yang baik.

3.9. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menghubungkan implementasi kebijakan dengan kualitas pela-
yanan transportasi publik. Implementasi kebijakan dianalisis berdasarkan empat variabel Edwards III,
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut kemudian dianalisis hubungannya dengan kualitas pelayanan yang me-
liputi aksesibilitas, keandalan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan dan informasi, serta responsi-
vitas.

Secara konseptual hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan → Kualitas Pelayanan Transportasi Publik → Pengalaman Pengguna (1)

Dengan demikian, penelitian tidak mengasumsikan bahwa peningkatan kualitas layanan semata-
mata disebabkan oleh satu variabel. Kualitas pelayanan dipahami sebagai hasil interaksi antara kapasitas
organisasi, sumber daya, komunikasi, komitmen pelaksana, struktur koordinasi, dan karakteristik jaringan
transportasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Transportasi Publik Kota Palembang

Pengelolaan transportasi publik di Kota Palembang berlangsung dalam kerangka kebijakan yang
menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan transportasi. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 memberikan landasan
bagi penyelenggaraan transportasi dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancar-
an, dan pelayanan masyarakat (Pemerintah Kota Palembang, 2011).
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Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Palembang berhadapan dengan sistem transpor-
tasi yang terdiri atas beberapa moda. Transmusi dan layanan Buy The Service berperan sebagai layanan
bus perkotaan, LRT Sumatera Selatan berfungsi sebagai moda berbasis rel, feeder menghubungkan ka-
wasan tertentu dengan simpul LRT, sedangkan angkutan kota dan transportasi sungai melayani jaringan
perjalanan tertentu.

Keberadaan berbagai moda merupakan kekuatan strategis karena memungkinkan pembentukan
sistem transportasi yang lebih fleksibel. Namun, keberagaman moda juga menghasilkan tantangan koordi-
nasi. Apabila masing-masing moda direncanakan secara terpisah, pengguna dapat mengalami perjalanan
yang tidak terhubung meskipun setiap moda memiliki fungsi pelayanan sendiri.

Dengan demikian, arah kebijakan transportasi Palembang perlu bergeser dari pendekatan berbasis
moda menuju pendekatan berbasis jaringan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan ITDP Indonesia
(2019) bahwa reformasi transportasi publik memerlukan integrasi jaringan, kelembagaan, operator, dan
infrastruktur.

4.2. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model Edwards III

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam implementasi kebijakan transportasi publik.
Pada tingkat internal, Dinas Perhubungan perlu memastikan bahwa operator dan petugas memahami ke-
bijakan, rute, standar operasional, target pelayanan, prosedur keselamatan, serta mekanisme pengawasan.

Pada tingkat eksternal, komunikasi harus diarahkan kepada pengguna. Informasi yang dibutuhkan
meliputi rute, halte, jadwal, tarif, perubahan layanan, aturan keselamatan, serta kanal pengaduan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa informasi perjalanan masih menjadi salah satu aspek yang perlu
diperkuat. Evaluasi Buy The Service menempatkan kepastian jadwal dan informasi perjalanan sebagai
elemen penting pengalaman pengguna (ITDP Indonesia, 2023).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi bukan sekadar aktivitas sosialisasi kebijak-
an. Komunikasi merupakan bagian dari desain pelayanan. Pengguna perlu mengetahui kapan kendaraan
berangkat, di mana harus menunggu, berapa biaya perjalanan, dan apa alternatif yang tersedia ketika
terjadi gangguan.

Karena itu, penguatan komunikasi dapat dilakukan melalui peta jaringan terpadu, informasi ja-
dwal yang konsisten, informasi halte, media sosial resmi, papan informasi, serta pemberitahuan perubah-
an layanan secara cepat.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan transportasi publik. Sum-
ber daya tidak hanya terdiri atas jumlah armada, tetapi juga mencakup pengemudi, petugas lapangan,
pengawas, teknisi, sistem informasi, fasilitas halte, anggaran, data perjalanan, dan kewenangan operasio-
nal.

Kajian Saputra et al. (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota
Palembang masih menghadapi persoalan sumber daya manusia, sosialisasi, pembinaan, dan monitoring.
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Temuan tersebut relevan dengan pengelolaan transportasi publik karena tuntutan kompetensi aparatur
semakin kompleks.

Petugas transportasi publik membutuhkan kemampuan dalam pengendalian operasional, kesela-
matan, pelayanan pengguna, pengelolaan data, penggunaan teknologi, dan penanganan gangguan layanan.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM harus ditempatkan sebagai investasi pelayanan.

Sumber daya infrastruktur juga menentukan kualitas pelayanan. Halte harus mudah dijangkau,
aman, memiliki informasi, dan terhubung dengan jaringan pejalan kaki. Temuan Deni et al. (2022)
mengenai ketidakmerataan rute dan halte menunjukkan bahwa keberadaan armada belum cukup untuk
menjamin aksesibilitas.

Pembiayaan juga merupakan faktor strategis. Transportasi publik memiliki manfaat sosial yang
tidak seluruhnya dapat dikembalikan melalui pendapatan tarif. Karena itu, pemerintah membutuhkan ske-
ma pembiayaan yang berkelanjutan dan indikator kinerja yang dapat menghubungkan anggaran dengan
hasil pelayanan.

4.2.3 Disposisi Pelaksana

Disposisi berkaitan dengan komitmen dan orientasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Da-
lam transportasi publik, disposisi dapat dilihat melalui perhatian terhadap keselamatan, ketepatan waktu,
kebersihan, kenyamanan, penanganan keluhan, dan perlindungan terhadap pengguna rentan.

Kualitas pelayanan akan sulit meningkat apabila ukuran keberhasilan hanya berfokus pada jumlah
armada atau realisasi anggaran. Perspektif pengguna perlu masuk ke dalam indikator kinerja. Pengelo-
la perlu mengetahui apakah pengguna merasa aman, berapa lama waktu tunggu, apakah halte mudah
dijangkau, dan apakah informasi perjalanan tersedia.

Friman et al. (2020) menunjukkan bahwa keselamatan dan kualitas layanan memiliki hubungan
dengan aksesibilitas yang dirasakan pengguna. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa orien-
tasi pelayanan harus diarahkan pada pengalaman pengguna.

Disposisi juga tercermin dalam perilaku operator dan petugas. Kepatuhan terhadap rute, jadwal,
keselamatan berkendara, kebersihan kendaraan, dan cara berinteraksi dengan penumpang merupakan ba-
gian dari implementasi kebijakan yang secara langsung dirasakan masyarakat.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi tantangan karena pengelolaan transportasi publik melibatkan banyak
aktor. Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak bekerja sendirian, tetapi berhubungan dengan pemerin-
tah provinsi, kementerian, pengelola LRT, operator bus, kepolisian, perangkat daerah bidang infrastruktur
dan tata ruang, serta masyarakat.

Kompleksitas tersebut menciptakan risiko fragmentasi kewenangan. Setiap organisasi dapat me-
miliki target, prosedur, dan indikator yang berbeda. Jika tidak ada koordinasi yang efektif, integrasi
layanan sulit dicapai.

Koordinasi yang efektif tidak cukup dilakukan melalui rapat. Koordinasi harus menghasilkan
keputusan operasional mengenai sinkronisasi jadwal, lokasi halte, akses pejalan kaki, integrasi informasi,
tarif, dan pengelolaan simpul transit.

11



PUBLICIO
Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

SOP lintas organisasi juga diperlukan agar standar pelayanan dapat diterapkan secara konsisten.
Dengan demikian, struktur birokrasi yang efektif bukan hanya struktur formal, tetapi struktur yang mampu
menghasilkan koordinasi operasional.

4.3. Aksesibilitas dan Jangkauan Layanan

Aksesibilitas merupakan salah satu persoalan utama dalam kualitas transportasi publik Palem-
bang. Keberadaan rute tidak otomatis berarti layanan mudah diakses. Pengguna juga harus mampu men-
capai halte dengan aman dan nyaman.

Temuan Deni et al. (2022) mengenai belum meratanya rute dan halte menunjukkan pentingnya
pendekatan jaringan dalam pengembangan transportasi publik.

Aksesibilitas perlu dilihat dari perspektif perjalanan door-to-door. Perjalanan pengguna dimulai
dari rumah menuju halte, menunggu kendaraan, melakukan perjalanan, berpindah moda jika diperlukan,
kemudian berjalan menuju tujuan akhir.

Batarce et al. (2022) menunjukkan bahwa jarak berjalan kaki merupakan salah satu atribut yang
dipertimbangkan pengguna. Hansson et al. (2019) juga menempatkan cakupan jaringan sebagai salah
satu faktor penting dalam preferensi transportasi.

Dengan demikian, strategi peningkatan aksesibilitas di Palembang perlu mencakup penataan halte
pada kawasan permukiman padat, penguatan jalur pejalan kaki, penyeberangan aman, penerangan, serta
pengembangan feeder.

4.4. Keandalan dan Kepastian Waktu

Keandalan merupakan kemampuan layanan untuk menyediakan perjalanan yang dapat diprediksi.
Bagi pengguna, ketidakpastian waktu tunggu dapat menjadi hambatan yang lebih besar daripada durasi
perjalanan yang panjang tetapi konsisten.

Evaluasi Buy The Service menunjukkan bahwa kepastian operasi dan informasi jadwal merupak-
an bagian penting dari kualitas layanan (ITDP Indonesia, 2023). Oleh karena itu, penyediaan armada
perlu diikuti sistem informasi perjalanan yang dapat dipercaya.

Dishub dapat memperkuat keandalan melalui penetapan jadwal dan headway, pemantauan posisi
armada, evaluasi koridor berdasarkan permintaan, serta penyampaian informasi ketika terjadi gangguan.

Pengembangan informasi real-time dapat dilakukan secara bertahap. Tahap awal dapat berupa
jadwal yang konsisten di halte dan media digital resmi. Selanjutnya, sistem dapat dikembangkan melalui
integrasi data GPS dan dashboard operasional.

4.5. Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

Keselamatan dan keamanan merupakan prasyarat pelayanan transportasi publik. Pengguna akan
sulit menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama apabila mereka merasa tidak aman selama
perjalanan.

Friman et al. (2020) menunjukkan bahwa kualitas layanan, keselamatan, dan aksesibilitas memi-
liki keterkaitan dalam membentuk persepsi pengguna.
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Bagi Dinas Perhubungan, peningkatan keselamatan perlu mencakup pengawasan kelayakan ken-
daraan, pembinaan pengemudi, pemeriksaan fasilitas, pengelolaan halte, dan evaluasi kondisi koridor.

Keamanan juga perlu diperhatikan terutama pada halte dan simpul transit. Pencahayaan, visibili-
tas, akses yang mudah, dan koordinasi dengan aparat keamanan merupakan bagian dari desain pelayanan.

Kenyamanan meliputi kebersihan kendaraan, kepadatan, kondisi tempat duduk, fasilitas halte,
serta interaksi dengan petugas. Hansson et al. (2019) menempatkan kenyamanan sebagai salah satu
atribut penting dalam preferensi pengguna transportasi publik.

4.6. Informasi, Tarif, dan Responsivitas

Informasi merupakan komponen yang sering kali menentukan apakah masyarakat mampu meng-
gunakan transportasi publik secara efektif. Peta rute, jadwal, tarif, lokasi halte, perubahan layanan, dan
kanal pengaduan harus tersedia secara mudah.

Informasi juga perlu disampaikan dalam format yang dapat dipahami pengguna baru. Penggunaan
teknologi digital dapat memperluas akses informasi, tetapi media fisik tetap penting untuk pengguna yang
tidak selalu memiliki akses atau kemampuan digital.

Tarif harus disampaikan secara transparan. Dalam sistem transportasi terintegrasi, pengguna per-
lu memahami biaya perjalanan ketika berpindah moda.

Responsivitas ditunjukkan melalui kemampuan pengelola merespons keluhan dan memperbaiki
masalah. Data keluhan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengidentifikasi halte bermasa-
lah, waktu tunggu yang tinggi, gangguan rute, atau persoalan keselamatan.

Dengan demikian, pengaduan seharusnya tidak diposisikan hanya sebagai administrasi keluhan,
tetapi sebagai instrumen pembelajaran organisasi.

4.7. Integrasi Antarmoda sebagai Persoalan Utama

Salah satu temuan penting kajian adalah bahwa tantangan transportasi publik Palembang tidak
hanya terletak pada keberadaan moda, tetapi pada hubungan antarmoda.

Palembang memiliki BRT, LRT, feeder, angkutan kota, dan transportasi sungai. Keberadaan moda
tersebut menciptakan peluang untuk membangun jaringan yang lebih komprehensif. Namun, manfaat
jaringan akan terbatas apabila perpindahan antarmoda sulit dilakukan.

Integrasi perlu mencakup sekurang-kurangnya lima aspek, yaitu integrasi rute, jadwal, informasi,
tarif, dan simpul transit.

Integrasi rute memastikan bahwa feeder menghubungkan kawasan yang tidak terlayani koridor
utama. Integrasi jadwal mengurangi waktu tunggu ketika pengguna berpindah moda. Integrasi informa-
si memberikan gambaran perjalanan secara utuh. Integrasi tarif mengurangi kompleksitas pembayaran.
Sementara itu, integrasi simpul memastikan perpindahan moda berlangsung aman dan mudah.

ITDP Indonesia (2019) menempatkan integrasi jaringan dan operator sebagai bagian penting re-
formasi transportasi publik. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi Palembang perlu bergerak menuju
pendekatan jaringan.
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4.8. Faktor Pendukung Implementasi

Beberapa faktor mendukung pengelolaan transportasi publik di Kota Palembang. Pertama, ter-
dapat landasan regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam mengatur transportasi.
Kedua, terdapat institusi khusus yaitu Dinas Perhubungan yang menjalankan fungsi pengaturan, pem-
binaan, pengendalian, dan pengawasan. Ketiga, Palembang telah memiliki berbagai moda dan layanan
transportasi publik. Keempat, terdapat peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan informasi
dan pengendalian operasional.

Keberadaan berbagai moda dapat menjadi modal awal untuk membangun sistem jaringan. Namun,
modal tersebut baru menghasilkan manfaat maksimal apabila terdapat koordinasi dan integrasi.

4.9. Faktor Penghambat Implementasi

Faktor penghambat terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, integrasi antarmoda
yang belum menyeluruh, ketidakmerataan akses halte, kepastian jadwal, pembiayaan keberlanjutan, serta
koordinasi lintas lembaga.

Persoalan sumber daya manusia menjadi penting karena pengelolaan transportasi modern mem-
butuhkan kompetensi yang semakin beragam. Selain kompetensi teknis, aparatur perlu memahami pela-
yanan pengguna, pengelolaan data, dan teknologi informasi.

Persoalan lain adalah perilaku masyarakat. Masyarakat akan lebih mungkin berpindah dari ken-
daraan pribadi apabila transportasi publik mampu menawarkan perjalanan yang aman, mudah, hemat
waktu, terjangkau, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas transportasi publik harus
dilakukan secara konsisten.

4.10. Model Penguatan Tata Kelola Transportasi Publik

Berdasarkan hasil analisis, penguatan tata kelola transportasi publik Palembang dapat diarahkan
pada lima strategi utama.

Pertama, membangun manajemen jaringan terpadu. Setiap moda perlu memiliki fungsi yang jelas
sebagai koridor utama, feeder, layanan kawasan, atau penghubung last-mile.

Kedua, membangun standar pelayanan berbasis pengalaman pengguna. Indikator tidak hanya
berupa jumlah armada dan koridor, tetapi juga waktu tunggu, ketepatan waktu, kondisi halte, keselamatan,
kebersihan, dan kepuasan pengguna.

Ketiga, membangun sistem informasi dan data terpadu. Data posisi armada, waktu keberangkatan,
keluhan, kondisi halte, dan keterisian dapat digunakan untuk mendukung keputusan operasional.

Keempat, membangun tata kelola kolaboratif. Forum koordinasi perlu memiliki kewenangan dan
mandat yang jelas untuk menyelesaikan persoalan operasional antarmoda.

Kelima, mengintegrasikan transportasi publik dengan tata ruang. Trotoar, penyeberangan, pe-
ngendalian parkir, dan pengembangan kawasan sekitar simpul transit harus menjadi bagian dari kebijakan
transportasi.
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4.11. Akuntabilitas dan Manajemen Berbasis Data

Akuntabilitas pelayanan transportasi publik perlu dikembangkan melalui indikator yang dapat
dirasakan pengguna. Laporan tidak cukup hanya menunjukkan jumlah armada dan realisasi anggaran.

Indikator yang lebih relevan mencakup:

1. rata-rata waktu tunggu;

2. ketepatan waktu keberangkatan;

3. cakupan dan keterjangkauan halte;

4. tingkat keterisian kendaraan;

5. jumlah gangguan layanan;

6. jumlah keluhan pengguna;

7. waktu penyelesaian keluhan;

8. tingkat kecelakaan atau insiden keselamatan;

9. kondisi fasilitas halte; dan

10. tingkat kepuasan pengguna.

Pendekatan tersebut menggeser orientasi pengelolaan dari sekadar administrasi program menu-
ju manajemen kinerja berbasis hasil. Data operasional dapat digunakan untuk menyesuaikan frekuensi
layanan, memperbaiki rute, menentukan lokasi halte, dan mengidentifikasi koridor yang memerlukan
intervensi.

4.12. Pengelolaan Transportasi Publik yang Inklusif

Transportasi publik harus dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk perem-
puan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pelajar, pekerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Inklusivitas harus diterapkan pada kendaraan, halte, jalur pejalan kaki, informasi, tarif, dan simpul
transit. Fasilitas perlu mempertimbangkan akses naik-turun, pencahayaan, keamanan, informasi yang
mudah dibaca, dan kemudahan memperoleh bantuan petugas.

Pengguna dengan kebutuhan mobilitas khusus perlu dilibatkan dalam evaluasi pelayanan. Kon-
sultasi publik dapat dilakukan melalui survei, forum warga, kanal pengaduan, maupun kerja sama dengan
komunitas pengguna.

Pendekatan partisipatif memungkinkan Dinas Perhubungan mengidentifikasi masalah yang tidak
selalu terlihat dalam laporan administratif, seperti rasa tidak aman pada malam hari, kesulitan mengakses
halte, atau hambatan ketika berpindah moda.
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4.13. Implikasi Akademik dan Keterbatasan Kajian

Secara akademik, kajian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan transportasi publik
perlu dianalisis sebagai persoalan tata kelola pelayanan. Model Edwards III memberikan kerangka untuk
memahami bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi pelaksa-
naan kebijakan (Edwards III, 1980).

Pada saat yang sama, perspektif kualitas transportasi publik memperluas ukuran keberhasilan
dari sekadar jumlah armada dan koridor menuju pengalaman pengguna. Hansson et al. (2019), Friman
et al. (2020), dan Batarce et al. (2022) menunjukkan pentingnya keandalan, kenyamanan, keselamatan,
aksesibilitas, frekuensi, dan tarif dalam membentuk persepsi pengguna.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah penggunaan studi dokumen dan kajian literatur. Pene-
litian tidak melakukan survei pengguna, observasi langsung terhadap headway, audit kondisi halte, atau
pengukuran aktual kepuasan pengguna. Oleh karena itu, temuan penelitian harus dipahami sebagai anali-
sis kebijakan berbasis dokumen, bukan sebagai pengukuran statistik kondisi pelayanan di seluruh koridor.

Keterbatasan tersebut sekaligus menjadi agenda penelitian selanjutnya. Penelitian lanjutan dapat
menggabungkan studi dokumen dengan survei kepuasan pengguna, observasi waktu tunggu, analisis data
GPS, pemetaan spasial rute dan halte, serta wawancara dengan operator dan Dinas Perhubungan. Dengan
demikian, analisis implementasi kebijakan dapat dilengkapi dengan bukti empiris mengenai pengalaman
pengguna.

5. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan transportasi publik oleh Dinas Perhubungan Kota Palem-
bang telah berjalan melalui fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi.
Keberadaan BRT Transmusi, layanan Buy The Service, feeder LRT, halte, terminal, angkutan kota, serta
moda transportasi lainnya menunjukkan adanya modal kelembagaan dan infrastruktur untuk membangun
sistem transportasi publik perkotaan yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan model implementasi Edwards III, keberhasilan pengelolaan transportasi publik di-
pengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi menentukan kejelasan informasi kepada operator dan pengguna. Sumber daya menentukan
kapasitas organisasi dalam menyediakan armada, fasilitas, SDM, teknologi, dan pembiayaan. Disposisi
menentukan komitmen pelaksana terhadap keselamatan dan kebutuhan pengguna. Sementara itu, struktur
birokrasi menentukan kemampuan berbagai aktor untuk berkoordinasi dalam penyelenggaraan layanan.

Dari perspektif kualitas pelayanan, transportasi publik Kota Palembang masih menghadapi se-
jumlah persoalan. Tantangan utama mencakup ketidakmerataan akses rute dan halte, belum optimalnya
kepastian jadwal, keterbatasan integrasi antarmoda, persoalan first-mile dan last-mile, informasi perjalan-
an yang belum konsisten, serta fragmentasi kewenangan antaraktor.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kualitas transportasi publik tidak dapat diukur hanya dari
jumlah kendaraan atau koridor yang tersedia. Kualitas pelayanan harus dilihat dari pengalaman perja-
lanan pengguna secara utuh, mulai dari akses menuju halte, waktu tunggu, perjalanan dalam kendaraan,
perpindahan moda, hingga perjalanan menuju tujuan akhir. Perspektif tersebut sejalan dengan temuan
Hansson et al. (2019), Friman et al. (2020), dan Batarce et al. (2022) yang menunjukkan pentingnya
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keandalan, aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, frekuensi, jarak berjalan kaki, dan tarif dalam mem-
bentuk kualitas transportasi publik.

Oleh karena itu, arah kebijakan transportasi publik Kota Palembang perlu bergeser dari pengope-
rasian moda secara terpisah menuju pengelolaan jaringan transportasi yang terintegrasi. Integrasi tersebut
perlu mencakup rute, jadwal, informasi, tarif, simpul transit, dan akses pejalan kaki. Pendekatan tersebut
sejalan dengan arah reformasi transportasi publik yang menekankan integrasi jaringan dan kelembagaan
(ITDP Indonesia, 2019).

Prioritas perbaikan perlu diarahkan pada penguatan informasi dan kepastian jadwal, pengembang-
an feeder dan akses halte, standardisasi kualitas pelayanan, penguatan kompetensi SDM, pengelolaan data
operasional, pengembangan kanal pengaduan yang responsif, serta penguatan koordinasi lintas lembaga.
Pembiayaan transportasi juga perlu dikaitkan dengan indikator kinerja yang dapat menunjukkan manfaat
investasi publik terhadap pengguna.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan transportasi publik seharusnya diukur berdasarkan man-
faat nyata bagi masyarakat. Indikator seperti waktu tunggu, ketepatan waktu, keterjangkauan halte, kese-
lamatan, kenyamanan, tingkat keluhan, kepuasan pengguna, dan keterhubungan antarmoda perlu menjadi
bagian dari sistem evaluasi kinerja Dinas Perhubungan.

Pada akhirnya, pengelolaan transportasi publik Kota Palembang membutuhkan perubahan para-
digma dari pendekatan berbasis moda menuju pendekatan berbasis jaringan dan pengalaman pengguna.
Transportasi publik yang aman, mudah diakses, dapat diprediksi, terjangkau, nyaman, dan terintegrasi
memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pilihan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pengu-
rangan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjut-
an.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel
ini.
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